
I. Undang - Undang Nornor 18 Tahun 1~59 lcnlang Pcmbcnrukan J)acmh Tingkol
II dan Kotnpmjn di Surnntera Selotan (Lernbaran Negara Rl Tahun 1959 Nomor
73, Tambahun Lembarau NegaraRl Nomor 1821);

2. Undang - Undang Nornor & Tabun 19RI tentang lIukum Acara Pidana
(Lernbaran Negara RJ Tahun 198] Nemer 76, Tambahan Lembaran Negars RJ
Nomor 3209);

3. \Iudang - Undang Nomor 13 Tahun 1997 rentang Badaa Penyelcsaian Scngketa
l'ajak (Lembaran Ncgara Rf Tabun 1997 Nomor 40. Tambahan Lembaran
'Negara ru Nomor 30&4);

4. Un~ajtg - Undong Nomor 10 Tabun 2004 remang Pembemnkan Peraturan
Pet'tlftdang-undangan (Lembarsn Ncgara RI Tahun 2004 Nornor 53. Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 4389);

S. Undang - Undang Nornor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Dnemh
(LerubaranNegarn RI Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran Ncgara RI
Nomor 4437) sebagaimana telah diubnh bebcrapa kali terokhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang - Undang
Nomor 32 Tabun 2004 rcntang Pcmcrintahan Daerah (Lernbaran Negara RJ
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844):

6. Undnng Undang Nomor 33 Tahun 2004 IClltang Perimbnngnn Keuangan
Amara Pcmcrintah PU$1l1 dan Pemerimahan Daeruh (Lembaran Ncgara Rl
Tabun 2004 Nomor 126 Tambnhan LC'2lbanul Negnrn RJ Nomor4438);

7. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1009 tcutang Pajak Daerah dan Rerribusi
Daerah (l.ernbaran Ncgam IU Tnhun 2009 Nomor 130. Tambahan Lcmbaran
Ncgara RI Nomor 5049);

8. Peraturan Pemcrintah NOD1or 27 Tabun 1983 ientang Pclaksanaan Hukum
Acara Pidana (Lembaran Ncgam RJ Tahun 1983 Nomor 36. Tambahan
Lembaran Ncgara R1Nomor 3258) ;

9. Peraruran Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Orusan
Pcmcrintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Previnsi, dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota .(LemllllUlD Negam RI Tahun 2007 NomOT 28,
Tambahan.Lembaran Negara RI Nomor 4737);

10. Peraruran Daerah Kola Palembang Nomor 44 Tahun ~002 teniang Ketentraman
dan Ketcrtiban (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2002 Nornor 7())
se.bngnimJUlll.lelah diuball dtmgan Peraruran Dacrah kl)lII Polembang Nomor 13
Tahun 2007 IOnlonS K~cnlmlnan dan Ketertibnn (Lembamn Daemll Kalil
Pnlembang Tabun 2007 NODlor13)j

a, bahwa dengan ditetapknnnya Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Dacrah dan Retribusi Daernh, dolan! upaya mengimensifkan penerimaan
Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak Restoran, pcrlu mcninjou dan
merubah kcmbali Pcraturan Daerah Kola Palembang Nomor 25 Tahun 2002
te:ntang Pajak Restoran, perlu disesualkan dcngan kctcntuan Uudang-Undang
Nomor 28 TallW12009 reutang Pajak Daerah dan Retribusi Daernh dimaksud :

b. bahwa berdasarkan pertim bangan sebagaimaaa dimnksud dalam hurul' a,
perlu mernbentuk P..eraturanDacrah Kala l'a1cmbang tcntrulg Pajak Restoran,

WALIKOTA PALE,MBANG,

DENGAN RAHMA T TUUAN YANG !\1AILl\.£SA

PAJAK RE~'TORAN

PERATURAN DAERAII KOTA PALEMBANG

NOMOR \1. TARUN 2010

TENTANC

Mengingat

Menimbang



I. Daerah adalah Kota Palembang.
2. Pcmerintah Kota adalah PC~II¢dntabKala Palembang,
3. Waliko18adalah Walikota Palembang.
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Diaas Pcudepatau Daerah Kotal'alcmbang,
5. Kepala Dinas adalah.Kepala Dinus Pendapatan Dacrah Kota Palembang,
6. Badan adalah sckumpulan orang dan/atau modal yang mcrupakan kesaruan. baik

yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer,
perseroan luinnya, badan usaha millk negara (BUMN). 81811 baden usaha milik
daernh (HUMO) dengan nama dan bcntuk apapun. firma, kongsi, kopcrasi, dana
pengsiun, persekutuan, pcrkumpulan, yaynsan, organisasl massa, organisasl
sosial politik emu organisesi lainnya, lembaga dan benuk badan lainnya termasuk
komrak invcstasi kolektif dun bentuk usahu tetap,

7. Puj~k Rcstoran adalah pajak alas pelayanan reSIOrM.
8. Restoran adalah tcrnpat mcnyantap maknnan don minuman yang disediakan,

dlpungin baynran termasuk Juga jasa boga dan catering.
9. Pengusaha Restoran adalnh perorangan atau badan usaha yang

menyelenggarakan usaha restoran untuk alas lIaID3 pihak lain yang menjadi
langgungannya

10.Kas Umum Daerah adalah Kus Pemcrintah Kota Palembang;
l l.Bcndaharawan Khusus Penerirna untuk selanjutnya disingkal BKl' adalah

Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Pendapaian Daemh Kota
Palcrnbang,

12.Pejabat adalah pegawai yang diberi tugss tertenru dibidang pajak sesuai dengan
peraturen perundang-undangan yang berlaku,

13.Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak.
pemotcng pajak dan pcmungut pajak yang mempunyai hak clan kewajiban
perpajakan sesuai dengan ketemuan peraturan penmdang-undangan perpajakan
daerah.

Dalam Peraturan Dacron ini yllOg dirnaksud dengan :

Paul I

KETf;NTUAN UMUM

13ABJ

PERA TURAN DAERA H TIJNT ANC PA.lA K RESTO RAN.

M&M(JTUSKAN:

WALJKOTA l'ALF.MBANC

dan

DEWAN I'ERWAKlLAN RAKYAT DAERAH KOTA l'ALEMBANG

Dengan Perserujuan.Bersama

11. Peramran Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pedornan
Pembinaan dan Operasional Penyidik Pegawai Negcri Sipil (Lcrubaran Dacrah
K018 Palcmbang Tahun 2004 Nomor 31):

12. Perarurnn Daerah Kota Palernbang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urosan
Pemerintahan KOla Palcrnbang (Lembaran Dacrah Kota Palembnng
Tahun 2008 Nomor 6);

13. Peraturan Dacrah Kola Palcmbang Nomor 9 Tahun 2008 1C111ang Pcmbcnrukan,
SUSUJlllJlOrganisasi .dan Tall! Kerja Dlnas Daerah Kota Palembang (Lembaran
Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 9).

2

McnClllpkan,-



(I) Dengan nalDa Pajak Resloran dipungm pajak allIS scliap pembayamn jasa
pelayanan di rcsloron.

(2) Objck Pajak Restornn adalah pelayrumn yang disediakan oh;h rcslomn.

(3) Pelayanan yang disediakan restoran sebagaimana dimaksud pada ayru (I).
mcliputi pelayanan penjllatlin maknnan danla!au mjlluman yang dikonsumsi olch
pembcli b8.ik dikonsumsi di le~l pclayal18J1maupun di tempat lain.

(4) Tidak temlllSuk objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayal (2).
adnlab peJaya.nan )"dDg <.iil>-cdiakanoleh reostoranyang nilsi om7.e1 penjuaJannya
tidak rnclebihi sebesar Rp. I00.000.- (semtu.~ribu rupiah) per hari.

Pasal2

NAMA,OBJE'K,SUBJEK DAN WA.IIR PAJAK

BASil

14.Masa Pajak adalah jangka waktu I [satu] bulan kalender yang menjadi dasar bagi
Wajib Pajak unmk mcnghitung, mcnyctor dan mclaporkan pajak yang tcnnang,

15.8ur31 Pemberitahuan Pajnk Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah
surat yang oleh Wajib Pajak digunakan WIlU!: rnelaporkan penghitungan dan/atau
pembayaran pajak, objek pajak dnn/olau bukon objek pojak danlntau harta dan
kewajiban sesuai dcngan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
dacrah,

16.Sur3l Setoran Pajak Daemh yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti
pcmbeyaran atau pcnycroran psjak yaag tclah dila.lrukan.dcngan mcnggunakan
formulir atau telah dilakukan dengan cam lain ke Kas lImum Daerah melalui
tempat pembayaran yang di\unjilk oleh Walikota,

11.Sural Kotetapan Pajak Dacrah Knrnng Sayar yang scLanjulOya disingkat
SKPDKB adalah Sural Keretapan .Pajak yang mencntukan bcsamya jumJah
pokok pajak, jurnlah kredit psjak, jumlah kekurangan pcmbayaran pokok pajak.
besarnya sanksi administratif danjumlah pajak yang masih hams dibayar.

IR.Suml Ketetapan Pajak Dnerah Kurang Bayar Tambahan yllng selanjurnya
disingkat SKPDKBT adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan tambahan
alas jurnlah Pajak yang ditetapkan.

19.5urdt Ketetapan Pajak Daerah Lebih Buyar yang selanjutnya disingkat SKPDLD
adalah Surar KClclopan Pajak yang mencntukau jumlah kelebihan pcmbayarau
pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dati pajak yang terhutang atau tidak
sehnrusnya terhuiang.

20.Surdl Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah
Surat Kctctapan Pajak yang mcnentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya
dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak teruiang dan lidak ada kredit pajak,

21.Surat Tagihan Pajak Dacrah yang scIOI'ljlltn)'ndisingkat STPf) adnlsh sural unruk
melakukan tagihan Pajak dan/atau Sanks; adrnlnltrasi berupa bunga dau/arau
denda,

22.Pcmcrik,<;ann adelah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data,
kcrcrangan dmvlIwII bukli yang dilaksanakan secara objektif dan profesional
berdasarkan suatu standar pcnieriksaan unruk menguji keparuhan pemenuhan
kewajiban pcrpajakail daerah dan/atau unmk tujuan lain. daJam rangka
melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan pcrpajakan daerah.

23.Pcnyidikan Tindak Pidann dibidang Pajak Daerah adaJah serangkaian tindakaa
yang dilakukan oleh Penyidik Pcgawei Ncgeri Sipil yang seJanjutnya di~~ul
Penyidik, untuk mcncari serta mengumpulkan bukti yang dcngan bukti uu
mcmbuat terang Tlndak Pidana dibidang Pajak Daerah yang terjadi sorta
menemukan letsangkanya.
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.Pasal!.!

(I) Pajak tcrutang dipungut dl wilayah dalam Daerah.

BABY
PEMUNG01'AN PAJAK

Bagtan Kesatu
Tata Cara Pcmungutan

l'aslllS

(I) Scti~p Wajib Pnjak mengis] SPTPD.

(2) SPTPD sebagaimnna dirnaksud pada aYllt(1). harus diisi denganjelas, benar d811
Iengkap serta dhandarangani oleh Wajib Pajnk atau kuasanya,

(J) SPTI'D sebagaimana dimnksud pada (lyal (I). harus disampaikan kepada Pejabat
selambai-lambatnya 10 (sepuluh) hurl sctclall berakhimya mo.qapajak.

(4) Bentuk, isi, tata cara pencrbitan, pengisian dan peoyampaian SPTPD diatur
dengan Peraturan Walikota.

Pajak yang terutang adalah pajak yang hams dibayar pada suaru S3II1 dalam Masa
Pajak daJam TaJ:run P,,:jak atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dcogan pcraturan
pcrundang-undangan perpajakan daerah.

PasRI7

Tahun Pajak adalah jangka waktu yang Jamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali
apabila Wnjih Pajak menggunakan tahun buku yang ridak sama dengan tahun
kale:nder.

Masa Pajak adalah jangka wakru I (saw) bulan kalcnder yang menjadi dasar bagi
Wajih Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang tennang.

PosalS

BAD IV

MASA I'AJAK, SMT I'AJAK TERUTANG DAN
SURAT PEMDERITAHUANPA.JAK

Pasal 4

(I) Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pemhayaran yang diterima
atau yang seharusnya diterima restoran.

(2) Taril' P<\iakRestoran ditetapkan sebcsar 10% (sepuluh persen)

(3) Besaran pokok Pajak Rcstoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan
tarif sebagaimana dimnksud pada ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak
scbagslmaaa dimaksud pada ayat (.1).

BABm

DASAR PENGENAAN,TAR1FDAt~ CARA PERHlTUNGAN PMAK

(2) Wajih Pajak Restoran adalah orang pribadi aiau Badan yang mcngusahakan
Restoran,

1'1181113

(I) Subjck Pajak RCSIO!'flnodnlnh ornng prihadi atnu hadan yang membeli makanan
dan/aiau minurnan dari restoran.
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Bill!;iso Kctiga
Sural Tagiban Pajak

Pasa) II

(I) Walikola'(lapal menerbitkan S'll'D jika:

a. Pajak dalam tahun berjalan.tidak atau kurang dibayar;
b. Dan hasil penelitian SPTPO tcrdapat kekurangan pembayuran sebagai

akibat salah tuJis dan/atau salaa hitung;
c. Wajib Pajak dikenakJlll sanksi aUministraLifberupn bunga danlatau dcnda

I) Jika berdasarkan hasil perneriksaan atau keterangan lain, pajak yang
rcrutang lidak atau ktlrnng dibayar;

2) Jika SPTPO tidak disampaikan kepada Walikota dalam jangka waktu
7 (tujub) hari dan sctclah ditcgur sccara lur1uJis lidak disarnpaikan pada
waktunyu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;

3) Jika kcwl\iibllll rncngisi SI'TPD tidak dipcnuhi. pajak YlW~IlJrutun~
dihitung secara jabuian.

b. SKPDKDT jika ditemukan data baru dan/atau dala yang semula bclum
teruagkap yang mcnyebnbkan penambahan jumlnh pajak yang tenuang,

c. SKPON jika jumlah pajak yang teruiang sama besamya dengaa jumlah
kredit pajak lIllllIpnjllk rldak terutang dan tidak ada kredir pajak.

(2) Jumlah kekumngan pajak yang terutang dalam SKrOKB sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) buruf a Illlgka l) dan nngka 2) dikenakan sanksi
adrninistmtif berupa. bunga sebesar 2% (dua person) sebulan dihitung dan
pajak yang kurang atau terlambat dibayar unruk jangka waktu paling lama 24
(dua puluh empat) bulandihuung sejak saat terutangnya pajak.

(3) Jumlah kekurangan pajak yang tenuang dalam SKPDKB'f sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf h dikennknn sanksi administratif berupa
kcnaikan sebesar 100% (seraius pcrsen) dari jumlah kekurangan pajak rersebui.

(4) Kcnaikan sebagaimana .dimaksud pada ayat (3) tidal; dikenakan jika Wajib
Pajak melaporkan scndiri sebelum dilakukan tindakan pcmcriksaan,

(5) Jumlah plIiak )'11111; tcrutang dalam SKPOKB scbagnimana dimaksud pada ayul
(1) huruf a angka 3) dikcnakan sanksi administratif berupa kcnaikan sebesar
25% (dua puluh lima persen) dan pokok pajak dirambah sanksi administratif
bcrupa bunga sebesar 2.% (dun pcrsen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang
atau terlambat dibo.yor untuk jangka wakm paling lama 24 (duu puluh cmpat)
bulan dihitung sejak saar tenuangnya pajak.

a SKPOKD dalam hal :

PasallO

(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saar terutangnya pajak. Walikola
dapat menerbirkan :

.Bnginn Kedua
Sanksi Administ ra [if

(2) Pemungutan Pajak dilarung diborongkan.

(3) Wajib I'lI,jakmembayar scndirl pl\iak tcnnang berdasarkan SPTPO.

(4) Wajib pajak yang memcnuhi kcwsjiban pcrpajakan scndiri dibayar dcngan
menggunnkan SPl'PD. SKPDKB dan/:ulluSKPDKBT .
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a. SKPDKD:
b. SKPDKBT;
c. SKPDLB:
d. SKI'DN; dan
c. Pernotongan atau pernungutan oleh pihak kctlga bcrdasarkan ketentuan

pcratumn pcnmdang-undangan perpajakan daerah.

(2) Kcbcratan diojukll.n secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertal
alasan -alasan yang jclas.

(3) Kcberatan hams diajukan dalnm jangka waktu paling lama 3 (liga) bulan scjak
tanggal sural, tanggal pemotongan aiau pemungutan sebagaimana dimaksud
pada ayat (I), kecuali jika Wajlb J'ajak dapat mcnunjukkan bahwa jangka
waktu itu tidak dapat dipenuhi kerena keadean di luar kekuasaannya,

(4) Keberaian dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah mernbayar paling sedikij
sejumlah yang telah diserujui Wajib P<i,jak.

(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan scbagaimana dimaksud pada
ayat (1), ayat (2)/ ayat (3), dan ayai (4) tidak dianggap sebagai Sural Keberatan
sehingga tidak dipenimbangkan,

Pasa114

(I) Wajib Pajak dapat mcngajukao keberatan baoya kepada Walikota atau pejabat
yang ditunjuk alas suatu:

Bagian Kelima
Keberatan dan Banding

l'asal13

(I) Pajak yang rennang berdasarknn SKPDKB, SK.Pl)KBT, STPD, Sural
Keputusan Pembetulan, Sural Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding
yang tidak atau kurang dlbayar oleh Wejib Pajak pade waktuaya dapai ditaglh
dcngan Sural Paksa,

(2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraruron
perundang-undangan.

rasa! 12

(l) SKPDKB. SKPDKBT. STPD. Sural Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan
Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah psjak yang harus
dibayar bcrtambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalarn
jangka waktu paling lama 1 (sam) bulan sejak tangga] dltetbitkan,

(2) Walikota atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang
ditentukan dapat memberikan pcrsctujuan kepada Wajib Pajak untuk
mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikcnakan bunga
scbcsar 2 % (dua pcrscu) scbulan.

(3) Keteruuan leblh lllnjut mengenni 101.0 com pembayaran, pcnyctoran, tcmpat
pcmbayaran, angsuran, dun penundaan pembayarun pajak di:uur dengan
Pcraturan Wnlikotn.

Bagian Keempat
Tata Cara Pembayaran dan Penagihan

(2) Jumlah kekurangnn pajnk yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud
pada ayat (I) huruf a dan huruf b ditambah dcngan sanksi udrninistratif bcrupa
hunga sebesar 2% (dl,ll1person) setiap bulan untuk paling lama 15 (limn belas)
bulan sejak saat terutangnya pajak.
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Bagian Keenam
Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan
Penghapusan atau Penguraagan Sanksi Administratif

PaSlil18

(I) Atas permohonan Wajib Pajak 3UlU karena jabaiannya, WnlikolD dapat
mernbetulkan SKPDKR, SKPl)KBT IIIIIU STPIJ. SKPDN atau SKPDLB yang
daJam penerbitannya terdapai kesalahan rulis danlataU kesalahnn hitung
danlatau kekclinlan ponerapan kclcnluan lertenlu dalam pcraturan pcrundang­
undWlgan perpajak:m dllerah.

(I) Jika pengejuan keberatan 11I8U permohonan banding dikabulkan sebagian ainu
seluruhnya. kelebihan pernbayaran pajak dikembalikan dengan ditambah
imbaJan bunga scbesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (duo
puluh empat) bulan,

(2) 1mbalan bungs sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dibitung sejak bulan
pclunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.

(3) Dalam hal keberataa Wajib Pajak dholak atau dikabulkan sebagian. Wnjib
Pajak dikcuai sanksi administratif berupa dcnda sebesar 50 % (lima puluh
persen) dari jurnlnh pajak berdasarkan kepurusan keberatan dikurangi dengan
pajak yang telah dibayar sebelum mengejukan keberatan,

(4) Delam hal Wajib Plliak mcngajuknn pcrmohonan banding, sanksi administratif
berupa dendu sebesar 50 % (limll puluh person) sebagaimana dimaksud pada
aynl (3) ridak dikenaknn.

(5) Dalam hal permohonan banding dlrolnk JlIDU dikabulkan sebagian, Wajib Pajak
dikcnai sanksi administratif bcrupa denda sebesar 1000/0(seratus persen) dan
jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pcmbayaran
pajak yang telah dihayar sebelum mengajukan keberetan.

1)asal17

PIL~1I116

(I) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan
Pajak lerhaullP keputusan mcngeuai kobcratannya ysog dilclapkan olch
Wallkotn.

(2) Permohcnan banding sebagalmana dirnaksud pada ayat (I) diajukan secara
tcrtulis dalrun bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalnm jangkn wnkru
3 (riga) bulan scjak keputusan ditcrima, dilampiri salinan dan sural keputusan
kcberatan rersebui.

(3) Pengsjuan permohonnn banding mennngguhkan kcwajiban membayar pajak
sarnpai dengan 1 (saiu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding,

(I) Walikota dnlam jangka waktu paling lama 12 (dua betas) bulan. sojak tanggal
Sural Keberatan diterima, haws membcri kcputusan etas keberatan yang
dit\iulcan_

(2) Kcpuuisan Walikota alas keberatan dapat berupa menerirna seluruhnya aiau
sebagian, menolak, atau mcnambah besamya pajak yang tcrutang.

(3) ApabiladaJam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (I) telah lewat
dan Walikota tidak membcri suatu keputusan, keberaian yang diajukan rersebut
dianggap dikabulkan.

PQ~a] IS

(6) Tnnda penerimaan surat keberaian yang diberikan olch Walikolo aiau pejabat
yang dirullju.lcatau tanda pengirimnn surat kcberatan melalui sural pus Icrc.:aI81
sebagai tandra bukti penerimaan sural kcbcraian,
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(I) flak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah
melampaui waktu 5 (lima) tahun lcrrutung scjak saar tennangnya Pajak.
kecuali apabila Wajib PAjak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan
dacmh.

BAD vrr
KEDALUWAl~A PENAGIHAN

Pasal20

(5) Pengemballan kclcbihan pembayarnn Pajak sebagaimana dimaksud pada ayai
(I) dilakukan dnlam jangka wakiu paling lama 2 (dua) bulan sejak
diterbitkannya SKPOLB.

(6) Jika pcngcmbalian kclebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat 2
(dun) bulan, WnlikOla mcmberikan imbalan bungs scbcsnr 2% (dua persen)
sebulan alas keterlambatan pcmbayaran kelebihan pembayaran Pajak.

(7) Tala cam pengembalian kelebihan pembayaran Pajak scbagaimana dimnksud
pada ayat (1) diatur dcngan Pcraturan WnJikota.

(4) Apabila Wajib Pajak mempunyai ulang Pajak atau lainnya, kelebihan
pembayaran Pajak sebagaimana dirnaksud pada ayat (I) langsung
diperhitungkan untuk mclunasi terlebih dahulu utang Pajak tersebut,

(2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak
dltcrimanya pcrmohouan pcngembalian kclcbihan pembaynran Pajak
sebagaimana dimaksud pada Ilynl (I), harus memherikan kepurusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dan 3yat (3) telah
dilampaui dan Walil;Q.la tidak mcmberikan suatu keputusan, permohonan
pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB barus
diterbitkan dalam jangka wakru paling lama I (sam) bulan,

(I) AtJl.~kelebihnn pembayarnn Pajak, Wajib I'l)jak dapal mcngajukan permohonan
pcngernbalian kepada Walikota,

BADVl

PENCEMBALIAN KEIJRBIHAN l'EM8AYARAN PAJAK

PaslII19

(2) Walikota dapar:

a. rnengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga,
denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang­
undangan perpajaknn daerah, dalam hal sanksi tersebut dikcoakan karcna
kekhilafan Wajib Pajak aiau bukan karena kesalahannya;

b. rucngurangkan atau membatalkan SKPDKB, SKPOKBT atau STPD.
SKPf)N atau SKPf)TJB yang tidak bonor;

c. mengurangkan.atau membatalkan STPD;
d. membatalkan hnsil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan

atau dlterbitkan tidak sesuai dengan tala cam 'yang ditennikan; dan
e. mengurangkan ketetapan pajak tcrutang berdasarkan pertimbangan

kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tenenru objek -pajak.

(3) Ketentuan lebih lanjut ruengenai rata cara pengurangan atau penghapusan
sanksi administrauf dan pcngurangan atau pembatalan ketetapan pajak
sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikotn,
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(3) Ketentuan lebih lanju: mengenai lata cara pemeriksaan Pajak diatur dengan
Peraturan \Valikoto.

(2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib :
a. Mcmpctllhatkan dan/atau meminjamkan buku atau cetaran, dokumen yang

menjadi dasamya dan dokumen lain yang berhubungaa dengan objek
Pajak yang teruiang,

b. Memberikan kesernpatan untuk memasuki tempat aLaU TUaJIgaII )'lIIIg
dianggap pcrlu dan mcmbctikan bantuan guna kelancaran pcmeriksaan.

c. Memberikan keterangan yang.diperlukan

(I) Walikota bcrwcuang mclakukan melakukan pemeriksaan unruk menguji
keparuhan perncnuhan kewajiban perpajaknn daerah dalam rangka
melaksanakan peraiuran perundang-undangan pcrpajakan daerah,

Pasal 23

(2) Kritcria Wajib Pajak dan pcnentuan bcsaran omzct sena rata C8I8 pcmbukuan
atau pencatatan sebagaimana dirnaksud pada ayat (I) diatur dengan Perotumn
Walikota,

Pasal22

(I) Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzct paling sedikit
Rp.300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) pertahun wajib menyelenggarakan
pembukuan atau peucamran.

DADVIll

PEMDUKUANDAN PE(\.fERrKSAAN

(3) Tata cara penghapusan piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa diatur dengan
Peraturan Wallkota.

(2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang sudah
kedaluwarsa sebagaimana dlmnksud pads aym (1).

(I) Plutang Pajak ynng tidnk mungkin ditegih Ingi karena bilk untuk melakukan
pcnagihan sudsh kedaluwarsa dapat dihapuskan.

PIlSIJ12J

(5) Pengakuan utang secara tidak Inngsung sebngaimana dimaksud pads ayat (2)
huruf b dapat diketahui dari pt:1I&!uuan permohonan angsuran atau pcnundaan
pembayaran dan permohonan keberman oleh Wajib Pajak.

(4) Pengakuan utang Pajn.k Sj!ClIrB langsung sebagnimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b. adalah Wajib Pajak. dengan kesadarannya menyatakan masih
mempunyai IHAngPajak dan belum melunasinya kcpada Pcmcrintah KOla.

(3) Dalam hal diterbitkan Sural Tcgurnn dan Sural Paksa sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf 8, kcdahrwarsa pcnagihan dihilung sejak tanggal
penyampaian Sural Paksa tersebut.

a. ditcrbitkan Sural Tcguran daa/atau Sural Paksa; 11I8U
h. ada pengakuan utang pajnk dan Waj ib Pajak, balk langsung maupun tidak

langsung,

(2) Kedaluwarsa penagihan Pujak sebagaimana dimaksud pada ay.1l (I) tenangguh
apabila:
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(2) Pcnyidik sebagaimans dimaksud pada ayat (1) adalah pcjabat pcgawai negeri
sipil rertentu di lingkungan Pemerintah Kota y1lng diangkar oleh pejabat yang
berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

(I) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertenru di lingkungan Pemerintah Kota diberi
wewenang khusus sebagai Pcnyidik untuk melakukan penyidlkan undak pidana
dibidang perpajakan Daerah, sebagaimana dirnaksud dalam Undang-Undang
Hukum Acara Pidana,

.PENYIDlK.A.N

BABX

(6) Pcrmintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan
nama tersangka aiau nama tergugai, ketcrangan yang diminta, SCM kaitan
au.tara pcrkara pidana atau perdata yang bcrsangkutan dengan keterangan
ynng dimintn,

(5) Umuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau
perdata, etas permintaan ha.kim sesuai dells-an I:lukum Acara Pitlana clan
Hukum Acara Perdata, Wafikola dapat memberi izin renulis kepada pejabat
sebagaimana dimaksud pada ayat (I), dan rcnaga ahli sebagairnana climaksud
pada ayat (2), umuk memberikan dan memperlihatkan bukti terrulis dan
keterangan Wajib Pajak yaog ado padanya,

(4) Unruk kcpcntingnn Daerah, WaHkOlaberwenang memberi izin tertulis kepndn
pejabar sebagaimana dimaksud pada nynt (I) dan tcnaga ahli scbagaimana
dimaksud pada ayat (2). agar rnemberikan keterangan. memperlihatknn bukri
tertulis dari ainu tenlllng Wajib Pejak kcpnda pihak yang ditunjuk.

8. I'cjablll dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi arau ssksi ahli dalam
sldang pengodilau:

b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang diretapkan olch Waliko18 untuk
mernberikan keternngan kepada J)C;jabal lembaga negara 313U instansi
Pernerintah yang berwenang melakukan pemcriksaau daJam bidang
keuangan dacrah.

(3) Dikecualikan dru:i ketentunn sebagaimaaa dimaksud pada ayal (1) dan
ayat (2) adalah:

(2) Larangan sebagaimana .dlmaksud pada ayat (1) berlaku Juga terhadap tennga
ahli yaug dltunjuk oleh Walikota untuk membantu dalsm pelaksanaan
kerentuan perruuron perundang-undangan pcrpajakan daerah.

(I) Setiap pcjabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuaru
yang diketahui ami! diberitshukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka
jabatau a!8Upekerjaannya uruuk menjalankan kerenruan peraturan perundang­
undangan perpajakan daerah.

Pusal24

KETENTUAN KliUSUS

RARlX
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Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah lidak dinmlUt 5et.clah melampaui
jangka wru.'tlJ 5 (lima) lahun scjak saal Icrutangnya pajak atau beroikhirny8 Masa
Pajak alau berakhimyn Ragian Tahun Pajak alau benl.khimya Tahun Pajak yang
bersangkulAn.

'Pasa127

(2) 'Vajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi
dengan tidak benar atau tidak Icngkap aIOU melampirkan kctcrangan yang tidak
benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapar dipidana dengan pidona
penjara paling lama 2 (dun) tahun atau pidana dcnda paling banyak 4 (empaI)
kali jumlnh pajak Icruratlg yang tidak alBU l..'llnlI1gdibayar.

(I) Wajib PiUak yang karena kealpaannya tidak rnenyampaikan SPTPI) atnu
mcngisi dcngan tidak benar aH1l1 lidak lcngkap mau melampirkan keterangan
yang tidak boner schinggo merugikan keuangun Dacrah dapllt dipidnno dengan
pidana kurungan paling lama I (saru) mhun atau pidana denda paling banyak
2 (dua) kali jumlah pojnk terutangyang tidak atau kurnngdibayar,

Pasal26

KETti:NTUAN PIDANA

KAR XI

(4) Pcnyidik scbagaimana dimaksud pada aynl (1) mernberitahukan dirnulainya
penyidikan dan menyampaikan basil penyidikannya kepada Penumut Umwn
melalui Penyidik pejaba; Polisl Ncgara Rcpublik Indonesia, sesuai dengan
ketcntuan yang diatur dalam Undang-Undang Hul.'UII1Acara Pidana.

fl. mcncrimn, mencari, mengumpulkan, dan rneneliri keterangan ainu laporan
berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Dacrah agar
kcrcrangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas :

"b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi
atau Badan lenlang kebenaran perbuataa yang dilakukan sehubungan dengan
tindak pidnnn JlCrpajnkanDaerah :

c. meminta keterangan dan ballon bukti dan orang pribadi atau Badan
schubungan dengan tindak.pidana di bidang perpajakan Daerah ;

d. memeriksa buku, catatan, dll\]dokumen Jain berkenaan dengan tindak pidana
di bidang perpajakanDaerah ;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan baha.n bukti pembukuan,
pcncatatan, dan dokumen Join, sene mclakukan peuyitaan tcrbadap bahan
bukti terse but :

f. mcminta bamuan ICltaga ahll dalam rangka pclaksanaan rugas penyidikan
tindak pidana di bidang perpajakan Daerah ;

g. mcnyuruh bcrucmi den/aiau mclaraug scscoraag mcninggalkan ruangaa atau
temp:u pada $331 pemeriksaan sedang berlangsung dan merneriksa identitas
orang, bends, dan/atau dokumcu yau.gdlbawa;

h. memotret seseorsng yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan
Daerah ;

i. mernanggil orang untuk didengar keierangannya dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksi:

j. mcnghentikan penyidikan; dsn/al.'1u
k, melakukan tindakun lain yang pertu untuk kclancaran pcnyidikan lindak

pidana di hidang perpajakan Daerah sesuai dengan kerenruan peramran
perundang-undangan,

(3) Wewcnang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (I) adalah:

II



EDDY SANTANA PUTRA
~dI'_"~ •
........_, ~.(o· 2010

SEI<RErAlIIS OAEAAH
KOTA PALElIIIAlIO
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LE.IIS.\RAH DAEAAH KOlA MlEMllAHO

TAflUII lolO IIOMOR '1- ~ ~

"AT OTAl'ALE1\f8ANG,

Ditetapkan dl Palcmbang
pada langgal C? Oktober 2010

Agar scliap orang mengetahuinya, mcmerintahkan pengundangan Peratumn Dncrab
ini dengan penempatannyn dalain Lembarae Daerah KOla Palembang.

Peraturan Uncmlllui mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pn.~1l130

Hal-hal yang bersifat teknis yang belum dintur dalrun Peraruran Dacrah ini,
sepanjang mengenai pelaksanaanuy» akan diterapkan lcbih lanjut oleh Walikota,

P"nsaJ 29

Dengan berlakuuya Peraruran Dscrah ini, maka Peraturan Daerah Kola Palembang
Nomor 25 Taboo 2002 tentang Pajak Restoran, dicabut dan dinyatakan tidak
bedaku.

Pasal28

PF.NUTUP

BASXTI
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